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GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA 

 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  

NOMOR 100.3.3.1/174/10/2023 

 

TENTANG  

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN 

KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT PADA 

DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan umum pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Kawasan Konservasi 

di Perairan (KKP) Kepulauan Raja Ampat pada Dinas Pertanian, 

Pangan, Kelautan dan Perikanan secara efektif, efisien, ekonomis, 

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis 

yang sehat, maka perlu penerapan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja 

Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Papua Barat Daya; 

b. bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja 

Ampat selama ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. bahwa Pejabat Pengelola beserta pegawai yang ada adalah 

tenaga professional yang telah menjalankan Pengelolaan 

Kawasan Konservasi dengan PPK BLUD sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur 

Nomor 26 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja 

Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat membentuk 

dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK BLUD) yang ditetapkan dengan Keputusan 

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 
 
 



e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 

Keputusan Gubernur tentang Penerapan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan 

Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Papua Barat Daya; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 200l tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 202l Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan 
Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6831); 
 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan kelembangan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 
2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan 
Layanan Umum; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang 
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan 
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

73/PMK.05/2007; 
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan 
Rencana Bisnis dan Anggaran, Serta Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Badan Layanan Umum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2142); 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-
KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di 
Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 1213); 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 

tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

24. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 
tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Di 
Perairan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan 
dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya 
Tahun 2023, Nomor 26); 

 
 

  MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  

KESATU : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (PPK BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja 
Ampat pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Papua Barat Daya;  

KEDUA : Pejabat dan Pegawai yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan 
Kepulauan Raja Ampat setelah pembentukan Provinsi Papua Barat 
Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tetap 
melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya pejabat yang 
baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum 
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (PPK BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja 
Ampat sebelum pembentukan Provinsi Papua Barat Daya 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tetap berlaku 
sampai dengan diterbitkannya peraturan gubernur yang baru; 

 




